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 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KEPULAUAN RIAU

BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
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TANGGAL 24 JANUARI 2019
I. PENDAHULUAN
1 .
Umum
 Reformasi Birokrasi Kepolisian adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemolisian, dimana sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen Kepolisian. Kelemahan reformasi birokrasi selamai ini adalah terlalu makro, selalu diasosiasikan sebagai perubahan kesisteman/ organisasional, dan bukan pembenahan komponen-komponen mikro birokrasi. Disamping itu, reformasi yang ada selama ini juga lebih banyak berasal dari luar, serta dilakukan oleh aktor di luar birokrasi itu sendiri. Akibatnya, proses reformasi kurang sesuai dengan kebutuhan riil dan kurang dapat diimplementasikan secara optimal.
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Polri mengikuti self assessment dari Kemenpan-RB secara cascading melakukan pengukuran Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK) dengan mengajak Partnership for Governance Reform (Kemitraan) sebagai mitra peneliti. ITK yang dikembangkan bersama Polri dan Kemitraan merupakan instrument yang mengukur kinerja dan capaian program reformasi birokrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat obyektif dan komprehensif berdasarkan bukti (evident based), sebagai tolok ukur kemajuan yang dicapai secara obyektif, fair, dan akurat dan menciptakan iklim kompetitif yang sportif antar Kepolisian Daerah.

Dengan ITK akan diperoleh manfaat berupa potret kinerja dan capaian Reformasi Birokrasi Kepolisian pada sembilan arena/fungsi pada Fungsi/Satker di lingkungan Polri, yang secara universal diyakini berkontribusi dalam implementasi ITK. Kesembilan arena/satker tingkat Polda adalah Sabhara, Reskrim Umum, Reskrim Khusus, Reskrim Narkoba, Lalu Lintas, Intelkam, Binmas, Polair, dan Sumber Daya Manusia, sedangkan Satfung pada tingkat Polres yang rencananya akan dinilai pada tahun 2019 ini yaitu Satfung Sabhara, Reskrim Umum, Reskrim Narkoba, Lalu Lintas, Intelkam, Binmas, Sumber Daya Manusia, Ditreskrimsus dan SPKT.
Dalam rangka persiapan pengukuran kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan menggunakan ITK Polri serta meningkatkan kuaitas pelayanan publik tingkat Polda Kepri dan jajaran yang lebih baik maka dilaksanakan sosialisasi Perkap Nomor 5 tahun 2018 tentang tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2 .
Dasar
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: B/Und-53/I/REN.2.3./2019/Rorena tanggal  8 Januari 2019 tentang undangan Sosialisasi Perkap Tahun 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia dilingkungan di Polda Kepri;
d. Rencana Kerja (Renja Rorena Polda Kepri) T.A. 2019;
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3 .
Maksud dan Tujuan
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 5 tahun 2018 tentang tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka persiapan pengukuran kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan menggunakan ITK Polri serta meningkatkan kuaitas pelayanan publik tingkat Polda Kepri dan jajaran yang lebih baik di Rupattama Polda Kepri dan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang telah diperintahkan.
4 .
Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari laporan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 5 tahun 2018 tentang tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia di Rupattama Polda Kepri.
5 Tata Urut

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN DAN HASIL

III. PENUTUP
II. PELAKSANAAN DAN HASIL
1. Waktu Pelaksanaan 
a. Hari
: Kamis
b. Tanggal
: 24 Januari  2019
c. Waktu
: Pukul 09.00 s/d Selesai
2. Tempat
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Rupattama Polda Kepri. 
3. Susunan Acara
a. Pembukaan beserta sambutan Oleh Irwasda Polda kepri;
b. Penyampaian hasil pengukuran Indeks Tata Kelola tahun 2015 Polda Kepulauan Riau oleh Karorena Polda Kepri;
c. Paparan sosialisasi Perkap Nomor 5 tahun 2018 tentang tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kabid Kum Polda Kepri;
d. Paparan ;

e. Paparan tentang Sinovik tahun 2019;

f. Pencerahan tentang Inovasi Pelayanan Publik Oleh Ditlantas Polda Kepri yang mendapatkan Top 99 inovasi pelayanan publik;

g. Penutup.
4. Peserta :
Peserta yang hadir pada sosialisasi Perkap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian  Negara Republik Indonesia dilingkungan Polda Kepri T.A, 2019 di Rupattama Polda Kepri dengan peserta rapat sejumlah 67 (enam puluh tujuh) Orang yang terdiri dari:

a. Para Pejabat Utama Polda Kepri;

b. Para Kasubbagrenmin Polda Kepri;
c. Para  Panitia/Staf Rorena Polda Kepri; 
5. Kegiatan:
Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24  Januari 2019 dengan rincian kegiatan seperti jadwal dan susunan acara tersebut diatas.
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6. Hasil:

Secara singkat hasil yang bisa diperoleh antara lain sebagai berikut:

a. Tersampaikan sambutan oleh Irwasda  Polda Kepri ( Kombes Pol Purwolelono, S.I.K.,M.M); 
b. Tersampaikannya hasil penilaian ITK tahun 2015  di Lingkungan Polda Kepri (Kombes Pol K. BUDI YUWONO, S.H.);

c. Tersampaikannya Sosialisasi Perkap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia dilingkungan Polda Kepri tahun 2019 (Kombes Pol DJOKO TRISULO, S.I.K., S.H.);
d. Tersampaikannya paparan tentang Sinovik tahun 2018  oleh Kabag RBP (Dra. SERFIDA);
e. Pencerahan dari Dirlantas Polda Kepri yang diwakili oleh IPDA ARMED tentang pencapaian untuk mendapatkan Top 99 dalam hal Inovasi Pelayanan Publik.
III. PENUTUP
7. Kesimpulan :

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 than 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian Negara Repubik Indonesia dilingkungan Polda Kepri T.A. 2019 di Rupattama Polda Kepri dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai rencana, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019.
8. Saran :

a. Agar masing-masing Satker/Subsatker jajaran Polda Kepri terus melanjutkan serta meningkatkan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan dengan 7 prinsip yang terdiri dari ;
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1) Prinsip Kompetensi meliputi kapasitas dan kemampuan anggota pada satker di tingkat Polda untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik (jumlah personel DSP dan RIIL) seperti Dikjur,  Sarpras/Peralatan, Anggaran sampai dengan Realisasi dan Piranti Lunak);
2) Prinsip Responsif merupakan daya tanggap satker ditingkat Polda dalam menjalankan tugasnya (data ini terdapat pada data Kuisioner Internal dan Eksternal);

3) Prinsip Perilaku mencakup sikap dan tindakan yang menunjung tinggi nilai-nilai kebenaran satker di tingkat Polda dalam menjalankan tugasnya (data objekti pelanggaran kode etik, disiplin,  pidana, data persepsi atau data kuisioner internal dan eksternal;

4) Prinsip Transparan merupakan kondisi dimana informasi satker di Polda dapat diakses oleh publik (data objektif uji kepatutan atau assesmen, rekruitmen, uji akses, observasi pelayanan publik;

5) Prinsip Fairness (keadilan) merupakan kondisi dimana implementasi tugas oleh satker ditingkat Polda berlaku adil kepada seluruh stakeholder tanpa terkecuali (data objektif data laki-laki atau perempuan, penugasan dan sprin);
6) Prinsip Efektifitas merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan satker ditingkat Polda (data ini terdapat pada data yang membandingkan data-data objektif misalnya anggaran penyelesaian kasus dengan anggota yang ada;
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7) Prinsip Akuntabilitas  merupakan pertanggungjawaban kinerja dan proses pelaksanaan tugas oleh satker ditingkat Polda terhadap publik (data ini terdapat pada data hasil LKIP, sprin dan hasil pelaksanaan tugas, jumlah sarpras yang terdapat di SIMAK BMN).
b. Bagi 9 satker yang sudah diukur Indeks Tata Kelolanya  pada tahun 2015 agar melakukan perbaikan terhadap nilai yang masih kurang pada tahun 2015, dan untuk satker tambahan (SPKT) mempersiapkan data dukung yang dibutuhan dalam hal penilaian dimaksud. 
Demikian laporan pelaksanaan sosialisasi  Perkap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia  dilingkungan Polda Kepri tahun 2019 di Rupattama Polda Kepri ini dibuat, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut
	
	Batam,     Januari  2019
KABAG RBP RORENA POLDA KEPRI

Dra. SERFIDA
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050700
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